
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

NOMOR 41 TAHUN 2022 

TENTANG 

TATA CARA KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN 
HASIL PEMILIHAN PEMBAKAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (7) 

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan 
Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Keberatan 
Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Pembakal; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai 
Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa 

kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, 
Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal 
(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah Tahun 2015 Nomor 9) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta 
Pemberhentian Pembakal (Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 Nomor 02); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah. 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA MENGAJUKAN 

KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN HASIL PEMILIHAN 

PEMBAKAL 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

' 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya •disebut Bupati adalah Bupati Hulu 

Sungai Tengah. 

4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai 

perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu 

kecamatan. 

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan narna lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan• pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan• dihormati dalam sistem. pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah •penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pembaka1 adalah pejabat 

Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban 

untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan 

tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 



8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau 

yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan 

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 

secara demokratis. 

9. Pemilihan Pembakal adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa 

dalam rangka memilih Pembakal yang bersifat langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

10. Panitia Pemilihan Pembakal di Desa yang selanjutnya disebut Panitia 

Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk 

menyelenggarakan proses pemilihan Pembakal. 

11. Panitia Pemilihan Pembakal di Kabupaten yang selanjutnya disebut 

Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk bupati pada 

tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan 

Pembakal. 

12. Calon Pembakal adalah bakal calon Pembakal yang telah ditetapkan 

oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi 

Pembakal. 

13. Calon Pembakal Terpilih adalah calon Pembakal yang memperoleh 

suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Pembakal. 

14. Keberatan adalah Keberatan Calon Pembakal terhadap hasil 

penghitungan suara. 

BAB II 

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN 

Pasal 2 

(1) Calon Pembakal yang merasa dirugikan atas hasil penetapan 

pemilihan Pembakal dapat mengajukan Keberatan. 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 

oleh Calon Pembakal kepada Panitia Pemilihan. 

Pasal 3 

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) terhadap penetapan 

hasil pemilihan Pembakal dapat diajukan oleh Calon Pembakal dalam 

waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah penetapan Calon 

Pembakal terpilih secara tertulis kepada Panitia Pemilihan. 



(2) Panitia Pemilihan memberikan jawaban tertulis atas keberatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua 

puluh empat) jam setelah keberatan tersebut diterima dari Calon 

Pembakal yang Keberatan. 

Pasal 4 

(1) Dalam hal Calon Pembakal Keberatan dengan jawaban Panitia 

Pemilihan, maka Calon Pembakal dapat mengajukan Keberatan 

terhadap hasil pemilihan Pembakal dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga 

kali dua puluh empat) jam kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan 

Pembakal Kabupaten. 

(2) Bupati melalui Panitia Pemilihan Pembakal Kabupaten memberikan 

jawaban tertulis terhadap Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dalam waktu 14 hari kalender setelah diajukannya keberatan. 

Pasal 5 

Dalam hal pengajuan Keberatan oleh Calon Pembakal terhadap hasil 

penetapan pemilihan Pembakal, tidak menghentikan proses 

selanjutnya dalam tahapan pemilihan Pembakal. 

Pasal 6 

Format surat Keberatan terhadap hasil penghitungan suara dan format 

surat Keberatan atas jawaban Panitia Pemilihan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

Ditetapkan di Barabai 

pada tanggal 7 November 2022

Diundangkan di Barabai 

pada tanggal : 7 November 2022

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGA! TENGAH TAHUN 2022 

NOMOR 41 

BUPATI HULU SUNGA! TENGAH,

 

ttd

AULIA OKTAFIANDI

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGA! TENGAH,

 

ttd

MUHAMMAD YANI




